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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara 

yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai 

negara dengan wilayah yang cukup strategis, tak heran banyak perusahaan dalam 

dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat 

meningkatkan pendapatan negara khususnya di sektor pajak. 

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, yang dipungut 

berdasarkan Undang-undang dimana tidak ada (jasa timbal) kontraprestasi secara 

langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak, dan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara (Supramono, 2015). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan 

negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Waluyo (2016) yang menyatakan 

bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. 

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2017,target 

penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. 

Namun, capaian persentase penerimaan pajak belum mencapai 100%dan terus 

mengalami penurunan. Hal tersebut digambarkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1. 

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak  

(dalam triliun rupiah) 

 

Tahun 2015 2016 2017 2018 

Target 1.294,26 1.355,20 1.369,8 1.339,8 

Realisasi 981,27 1.060,83 1.157,59 1.147,59 

Capaian 91,56% 81,96% 72% 91% 

Sumber: pajak.go.id (2019). 

Pemerintah Republik Indonesia memerlukan dana yang besar dalam 

melakukan pembangunan di dalam negeri, dan meningkatkan perekonomian 

nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah melalui 

sektor pajak, sehingga pemerintah membuat regulasi yang mengatur perpajakan di 

Indonesia, untuk memaksimalkan potensi pajak yang dapat diterima negara. Oleh 

karena itu, semua sektor mengalami perubahan yang signifikan di era globalisasi, 

terutama sektor ekonomi dan bisnis. Beberapa perubahan yang terjadi menuntut 

perusahaan-perusahaan berusaha untuk memperbaiki dan meningkatan 

kinerjanya.Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban 

untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. 

Semakin besar penghasilan yang diperoleh berarti semakin besar pula beban pajak 

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus 

dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan 

beban pajak yang terhutang tersebut (Kuriah dan Nur, 2016).  

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan 

antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif digunakan untuk 

mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, 
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sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif 

terhadap penghasilan kena pajak. Besaran tarif pajak efektif perusahaan 

bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode 

akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan. 

Tarif pajak efektif perusahaan (ETR) sering digunakan oleh para pembuat 

kebijakan dan kelompok kepentingan sebagai alat untuk membuat kesimpulan 

tentang sistem pajak perusahaan, karena ETR memberikan sebuah ringkasan 

statistik yang tepat tentang efek kumulatif dari berbagai perubahan insentif pajak, 

dan tarif pajak perusahaan. ETR (Effective Tax Rate) adalah besarnya beban pajak 

dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku 

(Harahap, 2015:108).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ETR adalah  rasio 

pajak yang diperoleh melalui beban pajak penghasilan sekarang dibagi dengan 

pendapatan sebelum pajak. Semakin baik nilai ETR ditandai dengan semakin 

rendahnya nilai ETR perusahaan tersebut. Beban pajak yang digunakan hanya 

menggunakan beban pajak kini, dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan 

untuk melakukan pemilihan kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan 

akuntansi (Wulansari, 2015). 

Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0–1 menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah melakukan manajemen pajak dengan menerapkan tarif 

pajak efektif guna menekan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah 

supaya laba dan likuiditas perusahaan lebih besar. Manajemen pajak merupakan 

upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Manajemen pajak merupakan 

kegiatan untuk mewujudkan fungsi manajemen, sehingga efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Salah satunya adalah 

dengan melakukan effective tax rate (ETR). Wibowo (2015), mendefinisikan 

effective tax rate (ETR) sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang 

dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan 

akuntansi, sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan 

membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. 

Terdapat banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di 

Indonesia, berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 

2012 terdapat 4.000 perusahaan yang melaporkan nihil akan nilai pajaknya, 

perusahaan tersebutdiketahui ada yang mengalami kerugian, bahkan sampai 7 

tahun berturut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur 

dan pengelolaan bahan baku (DJP, 2017). Beberapa perusahaan yang telah 

terbukti melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2. 

Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan 

 

Nama Perusahaan Rentan waktu Jenis Penghindaran Pajak 

PT. RNI 2018 Penyalahgunaan tarif pengenaan 

pajak ke UMKM, memasukkan 

modal sebagai hutang. 

PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia 

2016-2018 Pembelian bahan baku dan biaya 

royalti. 

PT. Coca Cola Indonesia 2016-2018 Penggelembungan biaya. 

Sumber: www.kompas.com. 

PT RNI dalam segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan 

hidup dari utang afiliasi atau dapat dikatakan pemilik di Singapura memberikan 
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pinjaman kepada RNI di Indonesia. Dalam laporan keuangan PT RNI, tercatat 

utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. 

PT Coca Cola Indonesia diduga mengakali pajak, sehingga menimbulkan 

kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran 

Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak 

yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan 

biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan 

dari rentang waktu tahun 2016-2018 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. PT 

Toyota Manufacturing Indonesia, kasus ini terjadi karena adanya koreksi yang 

dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti. 

Dalam laporan pajaknya PT Toyota Manufacturing Indonesia menyatakan nilai 

penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, tetapi Dirjen Pajak mengoreksi nilainya 

menjadi Rp34,5 triliun, atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun 

(www.kompas.com, 2019). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 25% dari penghasilan kena 

pajak yang berlaku sejak tahun 2010. Namun, tarif tersebut dapat menjadi lebih 

rendah dengan kententuan yang telah diatur oleh pemerintah sesuai dengan 

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yaitu wajib pajak badan 

dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari 

jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di 

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif 
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sebesar 5% lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Effective Tax Rate (ETR) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah ukuran perusahaan. Alizna (2017) mengemukakan bahwa ukuran 

perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Sebuah perusahaan yang 

ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri 

dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang 

besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang 

sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang 

dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan 

aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian 

masyarakat  (Nugraha dan Meiranto, 2015).  

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka Effective Tax Rate (ETR) perusahaan 

akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang 

semakin rendah. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi Effective Tax Rate (ETR) 

pada perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya tingkat penghindaran 

pajak yang dilakukan perusahaan (Putri dan Bella, 2017). Berikut disajikan tabel 

1.2. ukuran Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. 
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Tabel 1.2. 

Ukuran Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2018 

No KODE 

UKURAN PERUSAHAAN (%) 

2015 2016 2017 2018 

1 AGRS 15.25 15.22 15.17 15.24 

2 ARTO 26.89 26.91 27.45 27.22 

3 BABP 16.31 16.38 16.19 16.19 

4 BACA 16.61 16.47 16.61 16.71 

5 BBCA 20.27 20.33 20.44 20.53 

6 BBHI 28.58 28.41 28.53 28.45 

7 BBKP 18.38 18.38 18.48 18.38 

8 BBYB 29.14 29.09 29.24 29.14 

9 BCIC 16.39 16.59 16.66 16.70 

10 BDMN 19.00 18.98 19.00 19.05 

11 BINA 14.85 14.95 14.95 15.16 

12 BJBR 18.56 18.55 18.56 18.60 

13 BJTM 17.31 17.58 17.76 17.95 

14 BKSW 17.00 17.01 17.02 16.84 

15 BMAS 22.59 22.59 22.52 22.62 

16 BNBA 29.61 29.61 29.58 29.62 

17 BNGA 15.19 15.14 15.19 14.77 

18 BNII 18.88 18.93 18.97 18.99 

19 BNLI 19.02 18.92 18.81 18.85 

20 BSIM 17.14 17.26 17.23 17.24 

21 BSWD 29.07 29.09 29.13 28.99 

22 BTPN 18.32 18.33 18.37 18.44 

23 BVIC 23.81 23.98 24.08 24.13 

24 DNAR 28.56 28.55 28.55 28.56 

25 INPC 16.94 15.05 17.14 17.07 

26 MAYA 17.82 17.97 18.13 18.28 

Rata-rata 20.44 20.40 20.39 20.34 

Sumber: IDX (Data diolah, 2020) 

 

Berdasarkan tabel 1.2. menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2018 mengalami penurunan. Rata-

rata ukuran perusahaan perbankan tahun 2015 sebesar 20.44%, tahun 2016 
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sebesar 20,40%, tahun 2017 sebesar 20,39% dan tahun 2018 sebesar 20,34%. Hal 

ini dapat mengakibatkan tingkat penghindaran pajak yang semakin besar pada 

perusahaan karena tarif pajak efektif yang tinggi.  

Effective Tax Rate (ETR) juga dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan 

diantaranya terdiri dari kompensasi direksi dan kepemilikan manajerial. 

Penerapan corporate governance diharapkan mampu mengatasi masalah agensi 

yang dialami oleh perusahaan.  

Karakteristik sistem pajak perusahaan mempengaruhi nilai pengambilan 

keuntungan oleh manajer dan peningkatan ketaatan pajak akan menaikkan nilai 

perusahaan dan mengurangi keuntungan pemegang kontrol atas perusahaan, yaitu 

pemegang saham pengendali. Sedangkan di sisi lain, kualitas dari tata kelola 

perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas penerimaan 

pajak pada perubahan tarif pajak. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan tata 

kelola perusahaan yang baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif 

dan akan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan 

yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. (Desai dan Dharmapala, 

2010:118). 

Faktor kepemilikan manajerial juga turut mempengaruhi tarif pajak efektif. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki 

oleh manajemen baik direksi, komisaris maupun karyawan dengan persyaratan 

tertentu untuk memiliki saham. Kepemilikan manajerial merupakan jumlah dari 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang dikelola. Kepemilikan saham direksi dapat memotivasi manajer untuk 
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meningkatkan kinerjanya, sehingga akan berdampak baik terhadap perusahaan 

serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham (Wulandari dan Dovi, 

2015). Berikut disajikan tabel 1.3. kepemilikan manajerial perusahaan Perbankan 

yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. 

Tabel 1.3. 

Kepemilikan Manajerial Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2018 

No KODE 
KEPEMILIKAN MANAJERIAL (%) 

2015 2016 2017 2018 

1 AGRS 0.17 0.17 0.17 0.25 

2 ARTO 4.45 4.45 4.14 4.14 

3 BABP 8.68 8.68 8.68 8.68 

4 BACA 7.96 12.55 12.54 12.54 

5 BBCA 2.00 1.96 1.95 2.00 

6 BBHI 1.98 1.98 1.98 1.98 

7 BBKP 6.08 6.08 6.08 6.08 

8 BBYB 0.05 0.05 0.05 0.05 

9 BCIC 10.00 10.00 10.00 10.00 

10 BDMN 0.17 0.16 0.04 0.18 

11 BINA 4.00 4.00 4.00 4.00 

12 BJBR 7.50 7.50 7.50 7.50 

13 BJTM 2.42 2.42 2.42 2.42 

14 BKSW 0.57 0.57 0.57 0.57 

15 BMAS 4.74 4.74 4.11 4.74 

16 BNBA 5.94 2.86 2.65 6.78 

17 BNGA 7.78 7.78 7.78 7.78 

18 BNII 0.01 0.01 0.01 0.01 

19 BNLI 9.28 6.23 9.35 9.28 

20 BSIM 0.04 0.03 0.01 0.03 

21 BSWD 12.64 12.64 9.70 9.78 

22 BTPN 0.64 0.64 1.17 0.80 

23 BVIC 12.35 13.17 13.53 12.35 

24 DNAR 0.15 0.15 0.15 0.15 

25 INPC 0.10 0.10 0.10 0.10 

26 MAYA 0.10 0.10 0.10 0.10 

Rata-rata 4.22 4.19 4.18 4.32 

Sumber : IDX (Data diolah. 2020) 
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Berdasarkan tabel 1.3. menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 mengalami 

fluktuatif. Rata-rata kepemilikan manajerial tahun 2015 sebesar 4,22%, tahun 

2016 sebesar 4,19%, tahun 2017 sebesar 4,18%, dan tahun 2018 sebesar 4,32%. 

Hal ini perlu diperhatikan, mengingat bahwa kepemilikan manajerial dapat 

memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga akan berdampak 

baik terhadap perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham 

(Wulandari dan Dovi , 2015) 

Faktor kompensasi direksi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tarif pajak efektif. Wulansari dan Nur (2013) mengemukakan 

bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen corporate 

governance, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi 

pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah value dari 

perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan 

positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada pemegang saham. 

Wulansari dan Nur (2013) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi 

yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang 

diterima oleh direktur pajak, terhadap tax planning perusahaan. Berikkut disajikan 

tabel 1.4. kompensasi direksi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2015-2018. 
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Tabel 1.4. 

Kompensasi Direki Perusahaan Perbankan Tahun 2015-2018 

No KODE 
KOMPENSASI DIREKSI (%) 

2015 2016 2017 2018 

1 AGRS 22.706 24.451 24.542 25.014 

2 ARTO 21.837 21.951 21.962 21.962 

3 BABP 23.002 23.078 23.288 22.531 

4 BACA 21.717 22.981 23.101 23.271 

5 BBCA 23.117 23.117 26.592 26.592 

6 BBHI 22.260 21.427 24.458 24.592 

7 BBKP 24.427 24.825 24.877 20.609 

8 BBYB 22.336 22.616 22.801 22.539 

9 BCIC 23.096 23.096 23.625 22.580 

10 BDMN 25.120 24.180 25.176 25.045 

11 BINA 21.862 22.236 22.010 22.559 

12 BJBR 24.903 24.857 25.174 25.526 

13 BJTM 23.928 23.928 22.767 23.368 

14 BKSW 24.353 24.123 21.950 24.031 

15 BMAS 22.509 22.812 22.902 22.817 

16 BNBA 22.210 22.400 22.540 22.609 

17 BNGA 24.812 24.749 24.916 25.206 

18 BNII 24.789 24.693 24.775 24.768 

19 BNLI 22.892 22.926 22.969 24.959 

20 BSIM 23.239 23.809 23.685 23.472 

21 BSWD 22.124 22.124 22.281 22.465 

22 BTPN 25.432 25.724 25.943 25.512 

23 BVIC 21.363 24.504 24.255 23.200 

24 DNAR 21.880 22.105 22.365 22.696 

25 INPC 23.861 23.816 23.758 23.850 

26 MAYA 24.678 25.118 25.235 25.223 

Rata-rata 23.248 23.525 23.767 23.731 

Sumber: IDX (Data diolah, 2020) 

Berdasarkan tabl 1.4. menunjukkan bahwa kompensasi direksi perusahaan 

perbankan tahun 2015-2018 mengalami fluktuatif. Rata-rata kompensasi direksi 

tahun 2015 sebesar 23,248%, tahun 2017 sebesar 23,525%, tahun 23,767% dan 

tahun 2018 sebesar 23,731%. Fluktuatifnya kompensasi direksi dinilai kurang 
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baik bagi perusahaan karena kurang menambah value dari perusahaan dan kurang 

memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan fluktuatifya tingkat 

pengembalian kepada pemegang saham, khususnya kompensasi yang diterima 

oleh direktur pajak terhadap tarif penghindaran pajak. 

Gap research atas variabel ukuran perusahaan tampak dari penelitian Putri 

(2017), penelitian menunjukkan bahwaukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan penelitian Susilowati, dkk (2018) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak 

efektif. 

Gap research kepemilikan manajerial tampak dari penelitian Wulansari 

2015), Wulandari dan Gunawan (2015). menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan penelitian 

Wulandari dan Dovi (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial 

tidak berpengaruh  terhadap tarif pajak efektif.  

Gap research atas variabel tata kelola perusahaan tampak dalam penelitian 

Ain dan Anang (2015), dan penelitian Silaen (2016). Penelitian oleh Ain dan 

Anang (2015) menunjukkan bahwa kompensasi direksi berpengaruh terhadap 

Effective Tax Rate (ETR). Sedangkan penelitian Silaen (2016) menyatakan bahwa 

tata kelola perusahan tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif suatu 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 
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Manajerial dan Kompensasi Direksi terhadap Tarif Pajak Efektif pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial dan kompensasi direksi. Sedangkan variabel 

dependen adalah tarif pajak efektif. 

1.2.2. Obyek yang akan diteliti adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 

1.2.3. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Target yang berasal dari pajak badan atau perusahaan tidak tercapai(tabel 

1.1). 

2. Adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan 

dengan tariff pada Undang-Undang dan yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan Perbankan mengalami penurunan yang dapat 

berdampak pada tingginya tingkat praktik penghindaran pajakdan tarif 

pajak efektif (tabel 1.2). 
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4. Kepemilikan manajerial perusahaan mengalami fluktuatif menunjukkan 

bahwa kinerja manajer kurang baik (tabel1.3.) 

5. Kompensasi direksi perusahaan mengalami fluktuatif, sehingga dapat 

meningkatkan tarif pajak efektif dan praktik penghindaran pajak (tabel 

1.4). 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan pertanyaan dalam  

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak 

efektifperusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018? 

1.3.2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak 

efektif perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018? 

1.3.3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi direksi terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018? 

1.3.4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

kompensasi direksi terhadap tarif pajak efektif perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2018? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh ukuran perusahan terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 
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1.4.2. Menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 

1.4.3. Menguji pengaruh kompensasi direksi terhadap tarif pajak efektif 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 

1.4.4. Menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan 

kompensasi direksi terhadap tarif pajak efektif perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya baik tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tarif pajak efektif. 

 

1.5.2. Bagi Praktisi 

Memberikan saran dan masukan bagi perusahaan dalam hal pentingnya 

pajak bagi Indonesia dan perlunya pemenuhan kewajiban pajak suatu 

perusahaan yang harus dilaporkan dan disetorkan sebagai bentuk 

keikutsertaan perusahaan dalam pembangunan negara. 

  


